PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI SAKSI KORBAN










A. Kesimpulan  
 Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh 
dalam penelitian , maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Dari segi aturan hukum pihak yang berwenang memberikan 
pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan 
seksual dalam pemeriksaan perkara pidana adalah pekerja sosial atau 
lembaga yang ahli dibidangnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 14 hal yang 
mendasarinya adalah asas peraturan perundang-undangan Lex Specialis 
Derogat Legi Generalis karena dalam hal ini saksi korban merupakan 
anak. Dalam penerapan di lapangan hakim mengijinkan orang tua juga 
dapat memberikan pendampingan kepada anaknya yang menjadi korban 
kekerasan seksual bersama pekerja sosial. Hakim menilai dalam proses 
pemeriksaan perkara pidana kepada anak, orang tua yang memiliki 
pendekatan psikologis yang tinggi kepada anak dari pada pekerja sosial. 
2. Perlunya pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban 
kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana dikarenakan anak 
merupakan seseorang yang masih di anggap belum cakap hukum dan 
lemah dalam segi mental maupun fisik. Sehingga pekerja sosial dan orang 






pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual 
untuk menjaga kondisi psikis anak pada saat proses pemeriksaan perkara 
berlangsung, memupuk percaya diri pada si anak serta tidak hilangnya 
harga dirinya.  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran 
sebagai berikut:  
1. Pemerintah dalam membentuk suatu perundangan-undangan harus 
jelas. Harmonisasi antar undang-undang yang saling berkaitan tidak 
adanya pembedaan pengertian dalam undang-undang satu dengan 
undang-undang lainnya. 
2. Pemerintah memberikan sosialisasi kepada hakim-hakim yang 
menangani kasus yang dalam hal ini korbannya merupakan anak untuk 
orang tua dapat berperan serta dalam memberikan perlindungan 
pendampingan kepada anaknya.  
3. Adanya kerjasama antara pekerja sosial dan orang tua anak dalam 
memberikan pendampingan anak agar tujuan utama memberikan 
perlindungan yang berupa pendampingan terhadap anak dapat 
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